
iiQ,,-,-.-.:r 

,.. . --.,.·i' 

BUPATI MAROS 

PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURANBUPATIMAROS 
NOMOR : 1'?>16 � � l'b 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 92 
TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGANBADAN 

PERMUSYAWARATAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI. MAROS, 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja dalam 
menyukseskan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, 
pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan 
masyarakat, dipandang perlu menyesuaikan pemberian 
penghasilan tetap dan tunjangan Badan 
Permusyawaratan Desa. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua · Atas 
Peraturan Bupati Maros Nomor 92 Tahun 2015 tentang 
Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa. 

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 · tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822 )  ;  

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Be bas dari Korupsi, · Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara · Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234 ) ; 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahtm . 2014 tentang Desa 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014� Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ) ; 
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Menetapkan : 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5 6 7 9 ) ;  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 5 7 8 ) ;  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa ( lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara ( Lembaran Negara republic Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558 ) ; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2011  
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

1 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ; 

12 .  Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 
Nomor 01) ;  

13.  Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2019 ( Lembaran 
Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 7 ) .  

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 92 TAHUN � 2015 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BADAN PERMUSYAW'ARATAN DESA. 
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Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 92 Tahun 2015 
tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa ( Berita Acara 
Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 92 ), diubah sebagai berikut: 

1 .  Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

Ketua, W akil Ketua, Sekretaris BPD serta Anggota BPD diberikan 
tunjangan setiap bulannya dan penghasilan lainnya yang sah sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

Besaran tunjangan setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD, yaitu: 
a. Ketua Rp. 700.000,-/bulan 
b. Wakil Ketua Rp. 600.000,-/bulan 
c. Sekretaris Rp. 500.000,-/bulan 
d. Anggota Rp. 400.000,-/bulan 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros. 

Ditetapkan di Maros 
pad ggal �1 D<8-lP-btr Pel� 

� A R .A t "  

Diundangkan di Maros 
pada tanggal �i (ku,-,f?v- Pcr/b 

S::;:; DAERAH, 
./ 

Ir. H. BAHARUDDIN, MM 
Pangkat : Pembina Utama Madya 
N I P : 19600909 198603 1 029 

�l'6 . 1�0 
BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN . NOMOR · 


